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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA FEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] BALANCAN,

Menimbang : & bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(4} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencangan Pembangunan Nasional, Passl
264 ayat (2} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dasrah, dan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatn Cara Penyusunan, Pengendalinn dan
Evaluasi Pelaksangan Rencana Pembangunan Dasrah;

tr. hehwa Rencana Herja Pemerintah Dacrab Kabupaten
Balangan Tehun 2023 memuat arah kebijakan dacrah
sy lahun yang bersifat telmis opérasional dan
merupakan komitmen Pemerintnh  Daerah  untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan dacrah yang berkesinambungan serta
mengakomodir aspirasl, usulan masyarakat, kalangan
dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daeraly

¢ bohws berdasarkan  pertimbangsn  sebagaimana
dimatesud dalom hurul a2 dan hurul b, perlu
meneiapkan Peraturen Bupall tentang Rencans Keorja
Pembangunan Daermh Kabupaten Balangan Tahun
2093;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Pemhentikan Kabupaten Tanah Bumbu  dan
Kabupaten Balangan di Propinst Kalimantan Selatan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negars Repuhblik
Indaneain Nomor 42655
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencariaan Pembangunan Nasional  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang MNomer 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJF)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran
Negnra Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomer 23
Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56749);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Heouangan Daerah [Lembuaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambzhan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomar 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tatn Carn Penyusunan, Pengendalinn dan Evalunsi
Peluksanaan Rencana Pembangunun Daernh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomer 21, Tambahan Lembaran Nepgara Republik
Indanesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor L14);

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolonn Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indenesia Nomor 6322);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cars Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Repcana Pembanpunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkn

gl:ncnlllgah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
erah.

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunen dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kera
Pemerintah Dacrah (RKPD) Tahun 2023;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2018 tentang  Perubahan  Rencana
Pembangunan Jangka Punjung Dacrah Kub. Balangan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun
2018);

14 Peraturan Dacrah Kabupaten Balengan Nomor 2
Tahiin 2021 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daersh  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Dasrah Nomor 123}

|5, Peraturan Dasrab Kabupaten Balongan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencann Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah Kabupaten Balangan Tahun 2021-
2026 [Lembaran Daersh Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUBKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN
2023,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yany dimaksud dengan :

1.
2,
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Daerah adalah Kabupaten Balangan.

ernyclenggara pemerin ;
ﬂmm pemerintzhan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

OLanom.




11.

12,

13.

14,

15.

16,
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Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupat
Balmngan.

Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Satuan Organisasi Perangkat Dacrah yang selanjutnyas disingkat
dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Rencana kerja pembangunan dasrah di Kabupaten Balangan.

Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya discbut KUA adalah

Kebijekan Umum Anpparan Pendapatan Belanja Dacrah Kabupaten
Balangan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.

Rencona Kerja den Anggran SKPD vang selnnjutnya disinglkat REA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembisysan sebagal dasar penyusunan APBD,

Visi adaiah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada
akhir pefiode perencanaan.

Misi adalah rumusan mengenal upaya-upaya yang dilaksanakan
dalam mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebilakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah
untuk mencapal tujuan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunnen anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur,

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upayva vang
berisi samu atgu lebih kegintan dengan menggunakan sumber dava
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SEFD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagal bagian dari pencapainn sasaran
terukur pada sualu program dan terdiri dart sekumpulan tindakan
pengerahan sumber diya baik vang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dans atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagal masukan (input) untuk menghasilkan keluaran {output) dalam
bentuk barang/jasa
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Sasaran (larget) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keelunran yang diharapkan dari suatu keglatan,

Keluaran (oufpul) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan,

Hasil [oufcome] adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Belanja Daersh adaloh semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagi pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode
tanhun anggaran yang bersangkutan.

BAB I
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

REPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari
2023 sampai langgal 31 Desember 2023.

RKPD Tahun 2023 schagaimana dimaksud pada ayst (1] disusun

dengan sistematika sebagal berikut @

a. BABI ¢ Pendahuluan.

h. BABIl : Evaluasi Hasil Pelaksanman RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

c. BAB U : Rancangan Kerangka Ekonomi Dacrah Dan Kebijakan
Keuangan Dacrah.

BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BABY : Rencana Herja dan Pendanaan Daerah.

BAB VI - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dastah,
BAB VIl : Penutup,

® oap

Urninn BKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada avat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Bupati ini,

Pasal 3

REKPD Tahun 2023 merupakan REPD pengabaran dami Rencana
Pembangunan Jangka Menenguh Daernh Kabupaten Balangan Tahun
2021-2026, yang disusun  berdasarkan  hasil  musyawarah
perencanaan pembangunan, penjaringan aspirasi masyvarakat melalui
hasil resss DPRD, arah kebijakan dan strategi pembanpunan, serta
prioritas pembangunan Daerah.
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(2) RKPD Tahun 2023 sebagmimann dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Diacrah yung sinergis
dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsl, dun kabupnten.

(3 RKPD Tahun 2023 sebagaimann dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2)
merupakan :
a. ggdnman penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD Tuhun
23
b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023, dan
¢. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAPBD Tahun Angguran 2023:

a. Pemerintah Daerah menggunaksn RKPD Tahun 2023 schagal bahan
pembahasan KUA dan PPAS dengan DFRD.

b, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembihasan
RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB I
KAIDAH PELAKSANAAN REKPD

Pazal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikeut :

a, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsl urusan Perencanaan Duerah
menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-
masing SKPD sesual tugaa dan kewenangannya;

b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja
SKPFD bila belum sesuai dengan RKPDY

¢. Dalam hal adanya perubshan kebijakan pemerintah berupa
pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah
ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau  perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyamkal yang bersifat
mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil
reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD
Tahun 2023 dapat dilakukan penyesuaian,

d. Kerangka pendapatan, belania dan pembiayaan yang tercantum dalam
RKPD merupakan pagu indikaul yang dapat berubah sesuai
perkembangan pembahasan anggaran bersamn DPRD;

BAGULH PRI
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¢ Target indikator kinerjn yang teloh ditetapkan dalam RKPD dapat

berubah sesuni pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan
DPRD;

Penyesunian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e,

ditetapkan oleh Kepaln SKPD yung melaksanakan fungsi urusan

Perencanann Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan
Bupati;

g RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta
PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan
pembangunan dan penganggaran.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
melakukan pengendalinn dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

(i

(3
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BABV
FERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAHN

Pasal 7

RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi:

g, Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun
di tingkat Pemerintah Dacrah yang tidak periu merubah RPJMD;

b. Penambahan keglatan baru yang tidsk perlu merubah RPIMD, dan

c. Terdapatl perubahan dan/atau penambahan program baru pada
RPJIMD.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati

Peraturun Bupati sebagaimana dimaksud pade ayar (2) menjadi
landasan penyusunan perubahon KUA dun perubahan PPAS, Renstra
SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2023,

—




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Posal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Diterapkan di Panngin
pada tanggal & Juli 2022

BUPATI BALANGAN, w

]

p- H. ABDUL HADI

BERITA DAERAH KABUFATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva memerintahkan  pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Rabupaten Balangan,

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI BALANGAN,

]

H. ABDUL HADI

H. SUTIKND

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 53.534.873.650 9,720,992,600
Persentase warga negara
EROGRAMRENGEMBANGAN korban bencana yang persen persen 100 persen 529,168,000 100 persen 1,951,339,555
PERUMAHAN i
memperoleh rumah layak huni
Pendataan Penyediaan dan Terlaksananya Pendataan
Rehabilitasi Rumah Korban Penyediaan dan Rehabilitasi
2.01 Rumah Korban Bencana atau persen persen 100 persen 177,366,000 100 persen 1,139,507,820
Bencana atau Relokasi :
P Kabupaten/Kot Relokasi Program
rogram Kabupaten/iota Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN
Identifikasi Perumahan di Lokasi nglah pukumen Data Rumah Optimalisasi UMUM, PENATAAN
Rawan Bencana atau Terkena di Lokasi Rawan Bencana dan Kab. Balangan, Dana Transfer Umum- Pembangunan Kabupaten RUANG,
2.01 N Lokasi yang Berpotensi Terkena 2 Dokumen 177,366,000 Semua Kecamatan, . ) 9 P 2 Dokumen 1,139,507,820| PERUMAHAN
Relokasi Program N Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan
Kabupaten/Kota Relokasi Program Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
P: Kabupaten/Kota ¥ KAWASAN
PEMUKIMAN
Pembangunan dan Terlaksananya Pembangunan
2.03 Rehabilitasi Rumah Korban - dan Rehabiliasi Rumah Korban persen persen 100 persen 351,802,000 100 persen 811,831,735
Bencana atau Relokasi Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN
Optimalisasi UMUM, PENATAAN
I . Jumlah Rumah Korban Kab. Balangan, RUANG,
2.03| 1fRenabiliasi Rumah bagi Korban{g o -\ apupatenikota yang 10 Unit Rumah 188,476,000| Semua Kecamatan, | 22n2 Transfer Umum- Pembangunan Kabupaten 10 Unit 455,888,235| PERUMAHAN
Bencana P Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan Rumah
Terehabilitasi Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
4 KAWASAN
PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN
Optimalisasi UMUM, PENATAAN
Pembangunan Rumah bagi Jumlah Rumah bagi Korban Kab. Balangan, Dana Transfer Umum- Psmban unan Kabupaten RUANG,
2.03 9 9 Bencana Kabupaten/Kota yang 5 Unit Rumah 163,326,000 Semua Kecamatan, . ) 9 P 5 Unit Rumah 355,943,500| PERUMAHAN
Korban Bencana Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan
Terbangun Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
v KAWASAN
PEMUKIMAN
Persentase luasan permukiman
BROCRAMIKAWASAN kumuh dikawasan perkotaan persen persen 84.78 persen 688,469,700 91.71 persen 2,170,414,950
PERMUKIMAN -
yang tertangani
Pen;taan dan Peningkatan Terlaksananya Penataan dan
Kualitas Kawasan Peningkatan Kualitas Kawasan
2.02 Permukiman Kumuh dengan 9% persen persen 100 persen 577,081,400 100 persen 814,330,330
L diB h 10 (Sepuluh Permukiman Kumuh dengan
Huaas | Bawa (Sepuluh) Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
DINAS PEKERJAAN
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Optimalisasi UMUM, PENATAAN
Pencegahan dan Peningkatan |Pencegahan dan Peningkatan Kab. Balangan, Dana Transfer Umum- Pembangunan Kabupaten RUANG,
202 " M "cd 9 1 Dokumen 577,081,400|Semua Kecamatan, e J P 1 Dokumen 814,330,330 PERUMAHAN
Kualitas Perumahan Kumuh Kualitas Perumahan Kumuh Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan
dan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
Y KAWASAN
PEMUKIMAN
Peningkatan Kualitas Terlaksananya Peningkatan
Kawasan Permukiman Kumuh|Kualitas Kawasan Permukiman
2.03 dengan Luas di Bawah 10 Kumuh dengan Luas di Bawah persen persen 100 persen 111,388,300 100 persen 1,356,084,620}
(Sepuluh) Ha 10 (sepuluh) Ha
DINAS PEKERJAAN
Jumlah Dokumen Kesepakatan Optimalisasi UMUM, PENATAAN
Kerja Sama Perbaikan Rumah |Kerja Sama dalam Perbaikan Kab. Balangan, Dana Transfer Umum- Pembangunan Kabupaten RUANG,
2.03 erl R ) N X 2 Dokumen 111,388,300 Semua Kecamatan, n " 9 P 2 Dokumen 1,356,084,620| PERUMAHAN
Tidak Layak Huni Beserta PSU |Rumah Tidak Layak Huni Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan
Beserta PSU Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
4 KAWASAN

PEMUKIMAN
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PROGRAM PERUMAHAN DAN Cakupan ketersediaan rumah
4 KAWASAN PERMUKIMAN P persen persen 95 persen 3,958,166,000] 96 persen 2,601,736,775]
layak huni
KUMUH
Pencegahan Perumahan dan -Prz:fr:sain;nz:npizsv?;:an
4|2.01 Kawasan Permukiman Kumuh persen persen 100 persen 3,958,166,000] 100 persen 2,601,736,775|
daD h Kab ten/Kot. Permukiman Kumuh pada
pada Daerah iabupaten/Kota | e rap Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan
Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kab. Balangan, Dana Transfer Umum-
K h di Lg yK 0 Unit Rumah Semua Kecamatan, D Bagi Hasil 0 Unit Rumah
Perbaikan Rumah Tidak Layak [Kumuh dilLuar Kawasan Semua Kelurahan |22 BagiHasl DINAS PEKERJAAN
Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan ootimalisasi UMUM, PENATAAN
Terhadap Tumbuh dan Luas d'_ Bawah vl[) (Sepuluh) Ha PSmban unan Kabupaten RUANG,
4[2.01| 1|Berkembangnya Permukiman  {yand Diperbaiki_ 3,958,166,000) J P 2,601,736,775|PERUMAHAN
" Jumlah Rumah Tidak Layak Infrastruktur Balangan
Kumuh di Luar Kawasan n " RAKYAT DAN
: Huni untuk Pencegahan Wilayah
Permukiman Kumuh dengan Terhadap Tumbuh d KAWASAN
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1€"Nadap Tumbuh dan ) PEMUKIMAN
Berkembangnya Permukiman 110 Unit Rumah 110 Unit
Kumuh di Luar Kawasan Rumah
Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang Diperbaiki
EROGRAMEENINGKATAN Persentase perumahan yan
5 PRASARANA, SARANA DAN sudah dilen pka i PSU yang persen persen 87 persen 48.359.069.950 89 persen 2,997,501,320
UTILITAS UMUM (PSU) geap
Urusan Penyelenggaraan PSU Terlaksananya Urusan
5[2.01 Velengg Penyelenggaraan PSU persen persen | 100 persen 48.359.069.950) 100 persen 2,997,501,320
Perumahan
Perumahan
DINAS PEKERJAAN
Optimalisasi UMUM, PENATAAN
Kab. Balangan, RUANG,
5|0.01 Perencanaan Penyediaan PSU Jumlah»Dukumen Perencanaan 1 Dokumen 31,620,000| Semua Kecamatan, Dana Traqsfer pmum» Pembangunan Kabupaten 1 Dokumen 186,913,320| PERUMAHAN
Perumahan Penyediaan PSU Perumahan Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan
Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
4 KAWASAN
PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Prasarana, Sarana, |Jumlah Lokasi Perumahan yang Kab. Balangan Optimalisasi :ml::‘/léPENATAAN
5|2.01| p|dan Utiitas Umumdi Disediakan Prasarana, Sarana, 12 Lokasi 48.327.449.950| Semua Kecamatan, | 22n2 Transfer Umum- Pembangunan Kabupaten |15 ) o\ 2,810,588,000| PERUMAHAN
Perumahan untuk Menunjang  |dan Utilitas Umum yang Dana Bagi Hasil Infrastruktur Balangan
Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian Semua Kelurahan Wilayah RAKYAT DAN
9 jang Fung 4 KAWASAN
PEMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 10,952,380,533) 8,616,106,897
PROGRAM PENUNJANG Tingkat kelancaran pelayanan
1 URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi dan Jasa persen persen 100 persen 6,056,792,433| 100 persen 5,631,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA |Perkantoran
Jumlah dokumen
Perencanaan, Penganggaran, |penganggaran, laporan
1j2.01 dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Evaluasi persen persen 100 persen 145,812,800 100 persen 160,000,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang
dihasilkan
Memperkuat Pempgkatan
Infrastruktur Kualitas
Penyusunan Dokumen Untuk Kehidupan Pegawai BADAN
1]2.01| 1|Perencanaan Perangkat Jumiah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 21,332,800 Dana Transfer Umum- |y 4 1ing Sosial, Budaya, BPBD 5 pokumen 5,000,000 PENANCGULANGA
Perangkat Daerah Dana Bagi Hasil dan Agama serta | Kabupaten N BENCANA
Daerah Pengembangan A
A Pemerintahan Balangan DAERAH
Ekonomi Dan .
Pelayanan Dasar vang Harmonis
dan Kondusif
Memperkuat Pemngkalan
Kualitas
Infrastruktur .
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Untuk Kehidupan Pegawai BADAN
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Umum- Sosial, Budaya, BPBD PENANGGULANGA
1201 2 Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- 5 Dokumen 6,000,000 Dana Bagi Hasil Mendukung dan Agama serta | Kabupaten 5 Dokumen 6,000,000 N BENCANA
Pengembangan A
SKPD A Pemerintahan Balangan DAERAH
Ekonomi Dan .
Pelayanan Dasar vang Harmonis
dan Kondusif
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